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Abstract. This study aims to analyze the contribution of Islamic economic policies to macroeconomic stability in 

Indonesia through various Islamic financial instruments. The results show that Islamic economic policies, 

including Islamic banking, zakat, waqf, and sukuk, play a significant role in supporting economic stability and 

fostering real sector growth. Profit-sharing financing offered by Islamic banking, for instance, provides a fairer 

and more flexible alternative compared to conventional systems. Furthermore, wealth redistribution instruments 

such as zakat and productive waqf have proven to help reduce poverty and improve community welfare. However, 

challenges remain regarding the low financial literacy of Islamic finance and the lack of infrastructure supporting 

its implementation. This study suggests the need for strategic steps to strengthen Islamic financial literacy, 

enhance digital technology, and strengthen collaboration between the government, Islamic financial institutions, 

and society in promoting inclusive and sustainable Islamic economic growth. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kebijakan ekonomi syariah terhadap stabilitas 

makroekonomi Indonesia melalui berbagai instrumen keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebijakan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, zakat, wakaf, dan sukuk, memainkan peran penting 

dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan sektor riil. Pembiayaan berbasis bagi hasil yang 

ditawarkan oleh perbankan syariah, misalnya, memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan fleksibel 

dibandingkan sistem konvensional. Selain itu, instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat dan wakaf produktif 

terbukti membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, 

masih terdapat tantangan terkait rendahnya literasi keuangan syariah dan kurangnya infrastruktur yang 

mendukung implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menyarankan perlunya langkah strategis untuk memperkuat 

literasi keuangan syariah, meningkatkan teknologi digital, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, 

lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: Stabilitas Makroekonomi, Perbankan Syariah, Zakat, Waqf, Sukuk. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Ekonomi syariah telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa dekade 

terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip 

keuangan yang sesuai syariah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, 

Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem ekonomi berbasis 

syariah. Pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan, seperti Masterplan Ekonomi 

Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, telah berupaya menjadikan ekonomi syariah 

sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional (Bank Indonesia, 2020). 
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Peningkatan ekonomi syariah ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan 

berbagai lembaga terkait yang mempromosikan berbagai kebijakan dan program. Salah 

satu bentuk nyata dari perhatian ini adalah penguatan institusi keuangan syariah seperti 

bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga filantropi Islam yang mengelola zakat, infak, 

sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Selain itu, sektor halal 

juga mendapatkan perhatian khusus sebagai bagian dari rantai nilai global, termasuk 

produk makanan, kosmetik, farmasi, dan pariwisata halal. Langkah-langkah ini 

mencerminkan komitmen kuat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan 

dan berbasis pada nilai-nilai Islam (Hidayatullah et al., 2022). 

Namun, keberhasilan ekonomi syariah juga bergantung pada pemahaman 

masyarakat dan partisipasi aktif mereka dalam memanfaatkan produk dan layanan berbasis 

syariah. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di 

kalangan masyarakat, yang dapat menghambat pertumbuhan sektor ini. Sebuah studi 

menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya 

mencapai 8,93% pada 2021, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan 

konvensional (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, 2021). Untuk itu, edukasi 

dan sosialisasi menjadi langkah strategis dalam mendorong adopsi ekonomi syariah secara 

lebih luas (Mustofa & Wibisono, 2021). 

Dalam konteks stabilitas makroekonomi, ekonomi syariah menawarkan 

pendekatan yang unik dan inovatif. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan 

material, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keadilan distributif. Dengan prinsip-

prinsipnya yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), 

ekonomi syariah mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih stabil dan resilient 

terhadap krisis ekonomi global (Chapra, 2016). Misalnya, perbankan syariah yang berbasis 

pada pembiayaan sektor riil cenderung lebih tahan terhadap gejolak ekonomi 

dibandingkan dengan perbankan konvensional yang lebih terpapar risiko spekulasi pasar 

(Abdullah, 2019). 

Lebih jauh, kebijakan ekonomi syariah juga mencakup aspek redistribusi kekayaan 

melalui mekanisme zakat dan wakaf. Kedua instrumen ini tidak hanya bertujuan untuk 

membantu masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga untuk meningkatkan daya beli dan 

produktivitas ekonomi (Asutay, 2018). Sebagai contoh, zakat yang dikelola secara 

profesional dapat digunakan untuk mendanai program-program pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi UMKM 

(Hassan & Lewis, 2020). Begitu pula dengan wakaf produktif, yang telah menunjukkan 
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potensi besar dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur dan pendidikan di berbagai 

daerah di Indonesia (Antonio, 2019). 

Peran pemerintah sangat penting dalam memfasilitasi pengembangan kebijakan 

ekonomi syariah. Pemerintah Indonesia, melalui peran Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 

telah mengintegrasikan ekonomi syariah ke dalam agenda pembangunan nasional. Salah 

satu langkah strategis adalah penerapan kebijakan insentif bagi investor dalam sektor halal 

dan keuangan syariah, seperti pengurangan pajak untuk bisnis berbasis syariah (KNEKS, 

2021). 

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi syariah 

terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia, dengan fokus pada tiga aspek utama: 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan inklusi keuangan. Penelitian ini juga akan membahas 

tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ekonomi syariah serta peluang 

yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian 

nasional (Nasution, 2022). 

Dengan pendekatan yang lebih terperinci dan berbasis pada data empiris, 

diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai 

hubungan antara kebijakan ekonomi syariah dan stabilitas makroekonomi di Indonesia. 

Keberhasilan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem ekonomi 

nasional tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga 

memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi global (Ismail & Mustofa, 2023).  

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Kebijakan ekonomi syariah telah menjadi salah satu instrumen penting dalam 

membangun stabilitas makroekonomi, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim 

seperti Indonesia. Prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syariah memberikan 

pendekatan yang berbeda dalam menangani tantangan ekonomi, baik pada skala mikro 

maupun makro. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap praktik riba, gharar, dan 

maysir, serta penekanan pada keadilan distributif, kerja sama, dan aktivitas ekonomi yang 

berbasis pada sektor riil (Chapra, 2016). Prinsip-prinsip ini mendasari berbagai instrumen 

kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan (Hasan, 2020). 

Dalam konteks makroekonomi, kebijakan ekonomi syariah memiliki peran penting 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sistem keuangan syariah, misalnya, 
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beroperasi berdasarkan pembiayaan berbasis bagi hasil yang menghubungkan langsung 

aktivitas keuangan dengan sektor riil. Hal ini berbeda dengan sistem keuangan 

konvensional yang sering kali bergantung pada instrumen berbasis bunga dan spekulasi 

(Khan, 2019). Pembiayaan berbasis sektor riil yang menjadi inti dari keuangan syariah 

berpotensi menciptakan stabilitas ekonomi karena mengurangi risiko spekulasi dan 

overleveraging yang sering menjadi penyebab utama krisis keuangan global (Obaidullah, 

2018). 

Instrumen redistribusi kekayaan dalam ekonomi syariah, seperti zakat, infak, 

sedekah, dan wakaf, juga memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas makroekonomi. 

Zakat, sebagai salah satu kewajiban dalam Islam, berfungsi sebagai mekanisme untuk 

mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan dari kelompok 

masyarakat yang mampu kepada mereka yang membutuhkan (Kahf, 2014). Redistribusi 

ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, tetapi juga 

memperkuat daya beli masyarakat yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan 

ekonomi (Mohieldin et al., 2012). Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai stabilisator 

sosial-ekonomi yang dapat mengurangi tekanan pada anggaran negara dalam upaya 

mengatasi kemiskinan (Hasan & Ahmed, 2020). 

Selain itu, wakaf produktif menjadi salah satu inovasi penting dalam ekonomi 

syariah yang mendukung pembangunan ekonomi. Dengan mengelola aset wakaf secara 

profesional, dana yang dihasilkan dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek 

infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks stabilitas makroekonomi, wakaf 

produktif memiliki potensi besar untuk mendukung investasi jangka panjang yang 

berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara (Cizakca, 2011). Hal ini semakin relevan 

di Indonesia yang membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur dan layanan 

publik (Ascarya, 2020). 

Dalam kerangka kebijakan fiskal, ekonomi syariah menawarkan alternatif yang 

dapat mendukung stabilitas makroekonomi melalui pengelolaan anggaran berbasis 

syariah. Salah satu contohnya adalah penerapan sukuk atau obligasi syariah, yang telah 

menjadi salah satu instrumen pembiayaan utama pemerintah (Rahman, 2021). Sukuk 

dirancang berdasarkan aset nyata yang mendukung transparansi dan keberlanjutan 

pembiayaan. Di Indonesia, sukuk telah digunakan untuk membiayai berbagai proyek 

pembangunan, termasuk jalan tol, bandara, dan infrastruktur sosial (Indonesia Ministry of 

Finance, 2020). Keberhasilan sukuk tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan nasional tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pembiayaan 
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luar negeri yang sering kali membawa risiko nilai tukar dan beban utang (Obaidullah & 

Khan, 2021). 

Pada aspek moneter, kebijakan ekonomi syariah berperan dalam menjaga stabilitas 

nilai mata uang dan tingkat inflasi. Sistem keuangan syariah yang berfokus pada 

pembiayaan sektor riil membantu mengurangi ekses likuiditas di pasar keuangan. Hal ini 

berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung menciptakan inflasi melalui 

penciptaan uang berbasis bunga (Chapra, 2016). Dengan demikian, sistem ekonomi 

syariah dapat menciptakan kondisi moneter yang lebih stabil, yang pada gilirannya 

mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Khan, 2019). Lebih lanjut, larangan 

terhadap spekulasi dalam ekonomi syariah juga membantu menstabilkan pasar keuangan, 

sehingga mengurangi volatilitas nilai tukar dan risiko keuangan lainnya (Iqbal & 

Mirakhor, 2013). 

Kebijakan ekonomi syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan inklusi 

keuangan di Indonesia. Dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan 

berbasis syariah, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

sistem keuangan formal tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan ekonomi (Hassan 

et al., 2021). Keuangan mikro syariah, seperti koperasi syariah dan Baitul Maal wa Tamwil 

(BMT), telah memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat miskin dan 

UMKM di Indonesia (Karim, 2019). Dengan memberikan akses pembiayaan yang sesuai 

dengan prinsip syariah, keuangan mikro syariah membantu meningkatkan produktivitas 

ekonomi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal 

(Ascarya, 2020). 

Namun, keberhasilan kebijakan ekonomi syariah dalam mendukung stabilitas 

makroekonomi juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah 

rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Sebuah studi menunjukkan 

bahwa banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memahami perbedaan antara 

produk keuangan syariah dan konvensional (Hasan, 2020). Selain itu, kurangnya 

profesionalisme dalam pengelolaan institusi syariah juga menjadi kendala yang harus 

diatasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah 

(Kahf, 2014). Edukasi dan pelatihan menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan 

ini dan meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi syariah (Obaidullah, 2018). 

Selain itu, regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah perlu terus 

diperkuat. Harmonisasi antara regulasi syariah dan kebijakan ekonomi nasional sangat 

penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini. Pemerintah perlu 
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memberikan insentif bagi pelaku ekonomi syariah, seperti pengurangan pajak atau 

kemudahan akses pembiayaan, untuk mendorong pertumbuhan sektor ini (Hassan et al., 

2021). Di sisi lain, pengawasan dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan untuk 

memastikan bahwa semua institusi syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah (Chapra, 2016). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis dampak kebijakan ekonomi 

syariah terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan 

penelitian untuk menggali hubungan antara kebijakan ekonomi syariah dan indikator 

makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan inklusi keuangan secara 

mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang 

diambil dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi resmi lembaga internasional. 

Pemilihan sumber dilakukan secara cermat untuk memastikan relevansi dan validitas data, 

dengan kriteria seperti topik yang sesuai, kredibilitas penulis atau lembaga, dan cakupan 

data yang terkini. Kajian literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Scopus 

dan Google Scholar, serta portal resmi pemerintah Indonesia, untuk mendapatkan 

wawasan komprehensif tentang topik penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan dengan memfokuskan pada tema-tema utama yang 

relevan dengan dampak kebijakan ekonomi syariah, seperti redistribusi kekayaan melalui 

zakat dan wakaf, peran sukuk dalam pembiayaan pembangunan, dan kontribusi perbankan 

syariah terhadap stabilitas keuangan. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan 

tematik, di mana data dari berbagai sumber dibandingkan untuk mengidentifikasi pola, 

hubungan, dan dampak kebijakan yang dianalisis. Triangulasi data dilakukan dengan 

menggabungkan berbagai jenis sumber informasi, sehingga menghasilkan temuan yang 

valid dan terpercaya. Selain itu, proses analisis melibatkan evaluasi kritis terhadap data 

untuk menghindari bias dan memastikan interpretasi yang relevan dengan konteks 

penelitian. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam 

dan berbasis bukti tentang peran kebijakan ekonomi syariah dalam menciptakan stabilitas 

makroekonomi. 

Keabsahan data dalam penelitian ini juga dijaga dengan menggunakan berbagai 

strategi verifikasi, termasuk pemeriksaan konsistensi data dari sumber yang berbeda. 

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis data kuantitatif, tetapi juga 
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mempertimbangkan aspek sosial dan kebijakan yang memengaruhi implementasi ekonomi 

syariah. Konteks sosial dan ekonomi Indonesia, termasuk partisipasi masyarakat dalam 

layanan keuangan syariah, serta peran pemerintah dalam menyediakan regulasi 

pendukung, menjadi bagian penting dari analisis. Dengan metode yang terstruktur dan 

analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

berarti dalam memahami dampak kebijakan ekonomi syariah terhadap stabilitas 

makroekonomi Indonesia, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang 

lebih efektif di masa depan.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bagian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi syariah 

memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia melalui 

berbagai mekanisme. Salah satu temuan utama adalah bahwa sistem keuangan syariah 

yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, 

memberikan perlindungan terhadap ketidakstabilan ekonomi yang sering terjadi akibat 

spekulasi dan ketidakpastian pasar. Perbankan syariah, misalnya, cenderung lebih fokus 

pada pembiayaan sektor riil, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga 

memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa selama periode krisis ekonomi global 2008, bank-bank syariah di Indonesia 

menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional, 

sebagaimana dilaporkan dalam studi oleh Chapra (2016). 

Dampak positif kebijakan ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi terlihat 

dari kontribusinya dalam meningkatkan aktivitas sektor riil melalui pembiayaan berbasis 

bagi hasil. Instrumen keuangan syariah seperti musyarakah dan mudharabah memberikan 

fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa tekanan bunga 

tetap yang sering kali menjadi beban berat dalam sistem konvensional. Data dari Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, total aset perbankan syariah 

di Indonesia meningkat sebesar 14,2%, yang sebagian besar disalurkan dalam bentuk 

pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini menunjukkan peran 

penting kebijakan ekonomi syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan 

memberdayakan sektor ekonomi yang selama ini kurang terlayani oleh sistem keuangan 

konvensional (OJK, 2023). 

Instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf 

(ZISWAF) juga terbukti berperan penting dalam meningkatkan stabilitas sosial-ekonomi, 
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yang secara langsung berkontribusi pada stabilitas makroekonomi. Penelitian ini 

menemukan bahwa pengelolaan zakat secara profesional oleh Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan. Sebagai 

contoh, program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, seperti pelatihan keterampilan 

dan pemberian modal usaha, berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat penerima 

manfaat hingga 30% dalam waktu dua tahun. Hal ini sejalan dengan temuan Hasan (2019) 

yang menyebutkan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan 

ekonomi jika dikelola dengan baik. 

Sementara itu, wakaf produktif menunjukkan potensi besar dalam mendukung 

pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Indonesia. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa proyek wakaf produktif, seperti pembangunan rumah sakit dan 

universitas berbasis wakaf, telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan 

akses masyarakat terhadap layanan dasar. Sebagai contoh, salah satu rumah sakit berbasis 

wakaf di Jawa Barat berhasil melayani lebih dari 50.000 pasien dalam kurun waktu lima 

tahun pertama operasionalnya. Studi ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan wakaf 

produktif sangat bergantung pada profesionalisme pengelola dan dukungan regulasi dari 

pemerintah (Karim, 2020). 

Selain itu, peran sukuk sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah dalam 

mendukung pembangunan nasional juga sangat signifikan. Sukuk negara yang diterbitkan 

oleh pemerintah Indonesia telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur 

strategis, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, dan fasilitas pendidikan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa sukuk memberikan alternatif pembiayaan yang stabil dan 

berkelanjutan, serta diminati oleh investor domestik maupun internasional. Pada tahun 

2022, penerbitan sukuk negara mencapai Rp231 triliun, dengan mayoritas digunakan 

untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Sukuk juga dianggap lebih stabil 

dibandingkan dengan obligasi konvensional karena didasarkan pada aset riil, yang 

mengurangi risiko volatilitas pasar (Bank Indonesia, 2022). 

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi 

dalam implementasi kebijakan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu tantangan utama 

adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat 

yang masih belum memahami perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan 

konvensional, sehingga mereka enggan menggunakan produk dan layanan berbasis 

syariah. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dan 

implementasinya di lapangan. Sebagai contoh, beberapa lembaga keuangan syariah 
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menghadapi kendala dalam mengakses pasar modal syariah karena kurangnya instrumen 

yang mendukung. Hal ini membutuhkan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan pemangku 

kepentingan terkait untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperkuat 

infrastruktur keuangan syariah (Khan, 2019). 

Dalam konteks inklusi keuangan, kebijakan ekonomi syariah telah memberikan 

kontribusi positif, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Penelitian ini menemukan 

bahwa meskipun jumlah rekening bank syariah terus meningkat, kontribusinya terhadap 

total aset perbankan nasional masih relatif kecil, yaitu sekitar 6,5% pada tahun 2023. Hal 

ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi syariah cukup pesat, masih 

diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pangsa pasar dan memperluas 

jangkauan layanan keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil. Salah satu solusi yang 

diusulkan adalah pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung inklusi keuangan 

syariah, seperti melalui pengembangan aplikasi mobile banking berbasis syariah yang 

dapat diakses oleh masyarakat luas (OJK, 2023). 

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga 

keuangan syariah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan dampak kebijakan ekonomi 

syariah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung 

dan memberikan insentif bagi pengembangan ekonomi syariah. Sebagai contoh, kebijakan 

fiskal yang mendukung penerbitan sukuk negara telah berhasil menarik investasi dan 

mendukung pembangunan nasional. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah perlu 

meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang beragam. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan 

kebijakan ini, terutama dalam memanfaatkan produk dan layanan syariah untuk 

mendukung aktivitas ekonomi mereka (Karim, 2020). 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi 

syariah memiliki potensi besar untuk mendukung stabilitas makroekonomi di Indonesia. 

Dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, ekonomi 

syariah menawarkan alternatif yang lebih stabil dan resilient dibandingkan dengan sistem 

konvensional. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan upaya kolaboratif 

antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, serta dukungan regulasi yang kuat. 

Dengan langkah-langkah ini, kebijakan ekonomi syariah dapat menjadi pilar utama dalam 

menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. 
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5. KESIMPULAN  

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi syariah memiliki peran yang 

signifikan dalam mendukung stabilitas makroekonomi Indonesia. Melalui prinsip-prinsip 

syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, sistem keuangan 

syariah lebih stabil dan resilient terhadap krisis ekonomi global. Instrumen seperti 

perbankan syariah, sukuk, zakat, dan wakaf berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 

yang inklusif, dengan pembiayaan sektor riil menjadi fokus utama perbankan syariah. Hal 

ini telah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi, serta 

mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Selain itu, instrumen redistribusi kekayaan 

seperti zakat dan wakaf produktif juga terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

dengan pengelolaan yang profesional mampu mengurangi kemiskinan dan memperkuat 

daya beli. Sukuk, sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah, memberikan alternatif 

yang stabil dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, menciptakan efek 

berkelanjutan yang positif terhadap ekonomi nasional. 

Namun, implementasi kebijakan ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah 

tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses layanan 

keuangan di daerah terpencil, dan kurangnya instrumen yang mendukung pasar modal 

syariah. Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara 

pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Langkah strategis, termasuk 

peningkatan literasi keuangan melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi publik, serta 

pengembangan teknologi digital seperti aplikasi mobile banking syariah, akan memperluas 

jangkauan layanan dan meningkatkan inklusi keuangan syariah. Sinergi antara sektor 

publik dan swasta dalam pengembangan instrumen seperti sukuk dan wakaf produktif juga 

perlu diperkuat, dengan pemberian insentif fiskal untuk menarik lebih banyak investasi. 

Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan ekonomi syariah dapat memberikan 

kontribusi besar dalam menciptakan stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan dan 

berkeadilan di Indonesia. 
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